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Abstrak :    - bahwa untuk melaksanakan pemrosesan perizinan dan pendaftaran 

Izin Usaha Pertambangan berdasarkan putusan pengadilan atau 
lembaga terkait yang berwenang yang telah memenuhi ketentuan, 
memberikan kepastian pembatalan dan/atau pembekuan status Izin 
Usaha Pertambangan terdaftar, serta memberikan kepastian hukum 
bagi Izin Usaha Pertambangan yang telah mendapatkan putusan pailit 
dari pengadilan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan 
Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. 

-  Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 4 Th 2009 jis UU No. 11 Th 2020; PP No. 96 Th 2011; PP No. 
97 Th 2021; Permen ESDM No. 25 Th 2015 jo Permen ESDM No. 19 
Th 2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021. 

- Kepmen ini mengatur mengenai : 
Dalam pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atau Diktum KEDUA, 
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral dapat menetapkan persyaratan dan ketentuan 
lain yang wajib dipenuhi oleh pemegang IUP mineral logam atau 
batubara sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemegang IUP mineral logam atau batubara hasil penataan IUP yang 
tidak terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP sama komoditas 
dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri 
Energi dan Sumber Daya melalui Direktur Jenderal Mineral dan 
Batubara dengan ketentuan memenuhi persyaratan administratif, 
persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, 
dan finansial. 

Keputusan Menteri ini menetapkan: 
a. persyaratan: 

1. administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, serta pedoman 
evaluasi pemrosesan penerbitan IUP; dan 

2. administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan 
teknis, lingkungan, dan finansial serta pedoman evaluasi 
pemrosesan penerbitan dan pendaftaran IUP, 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam 
Lampiran I; 

b. persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, 
persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial serta pedoman evaluasi 



pemrosesan - 11 - penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran II; dan 

c. persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, 
persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, dan Diktum 
KESEMBILAN serta pedoman evaluasi pemrosesan pendaftaran IUP 
tercantum dalam Lampiran III, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku: 
a. pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara dan 

pendaftaran IUP mineral logam atau batubara yang telah diterbitkan 
atau didaftarkan sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku tetap 
sah dan diakui; dan 

b. permohonan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau 
batubara dan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara yang 
telah diterima Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui 
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebelum Keputusan Menteri 
ini mulai berlaku, tetap dapat diproses penyelesaiannya dengan 
ketentuan: 

1) wajib memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku sebelum 
Keputusan Menteri ini mulai berlaku; dan 

2) pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 
1) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 
(sembilan puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini 
mulai berlaku. 

 
 

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  - Ditetapkan di Jakarta, 21 Januari 2022. 
  - Mencabut Kepdirjen Minerba No. 183.K/30/DJB/2020. 


